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Belanja Pegawai Dibatasi

Gaji PNS Perlu Dikeluarkan dari Dana Alokasi Umum

JAKARTA, KOMPAS — Porsi belanja pegawai di
setiaﬁ pemerintah daerah akan dibatasi maksimal 50
persen. Ini bertujuan untuk menahan laju belanja
pegawai yang gemar menguras anggaran rakyat.
Kondisi selama ini, rata-rata 70 persen dana transfer
dialokasikan untuk belanja pegawai.

. Pembatasan porsi belanja pe-
gawai maksimal 50 persen dari
total belanja daerah tersebut me-
rupakan salah satu butir pada
rancangan revisi Undang-Un-
dang Nomor 33 Tahun 2004 ten-
tang Perimbangan Keuangan an-
tara Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah. Saat ini, ran-
cangannya sedang dalam proses
pembahasan di pemerintah.

Direktur Jenderal Perimbang-
an Keuangan Kementerian Ke-
uangan Marwanto Harjowiryono
menjawab pertanyaan Kompas di

Jakarta, Selasa (9/10), menyata-
kan, pemerintah pusat ingin
membatasi porsi belanja pegawai
maksimal 50 persen dari total

belanja daerah. Jika ini bisa te-'

realisasi, secara langsung belanja
modal akan bertambah.

Menurut Marwanto, rata-rata

belanja pegawai dalam anggaran
pendapatan dan belanja daerah
menyedot 48 persen total ang-
garan. Akan tetapi, jika dilihat
satu per satu daerah, ada yang
mencapai 70 persen total ang-
garan.
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Marwanto mengingatkan, oto-
nomi daerah sebenarnya dilaku-
kan dengan kesepakatan bahwa
uang transfer digunakan untuk
kesejahteraan rakyat. Kalau ter-
lalu banyak dialokasikan ke be-
lanja pegawai sebagaimana ter-
jadi selama ini, anggaran pem-
bangunan menjadi minim.

”Ini masih dalam pembahasan
internal pemerintah. Bayangan
kami, pasti harus ada masa tran-
sisi. Kalau masa itu sudah ter-
lewati, berarti ada semacam pe-
nalti jika belanja pegawai di atas
batas,” kata Marwanto.

Secara terpisah, Direktur Ek-
sekutif Komite Pemantauan Pe-
laksanaan Otonomi Daerah Ro-
bert Endi Jaweng menyatakan,
pembatasan tersebut tepat. Na-
mun, itu harus diikuti dengan
reformulasi perhitungan dana
alokasi umum (DAU).

DAU memperhitungkan alo-

kasi dasar untuk gaji pegawai.
Dengan demikian, berapa pun
banyaknya jumlah pegawai dae-
rah akan ditanggung DAU. Arti-
.nya, variabel gaji pegawai perlu
dikeluarkan dari DAU.

Menurut Robert, porsi belanja
pegawai di kabupaten dan kota
rata-rata 65-70 persen. Bahkan,
ada 11 daerah yang pada tahun ini
mengalokasikan belanja pegawai
sebesar 70-76 persen, di anta-
ranya adalah Kota Langsa sebesar
76 persen, Kabupaten Kuningan
sebesar 74 persen, Kota Ambon
sebesar 73 persen, Kabupaten
Ngawi sebesar 73 persen, dan
Kabupaten Bantul sebesar 71
persen.

Porsinya pun rata-rata terus
meningkat dari tahun ke tahun.
Belanja pegawai tahun 2007-2011
berturut-turut adalah 40 persen,
42 persen, 43 persen, 46 persen,
dan 46 persen. (LAS)




